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<b>ABSTRAK</b><br>

K eberadaan Hutan Lindung Sungal Wain (HLSW) sangat penting karena salah satu fungsinya sebagai
penyediaair bersih. Selain untuk Kota Balikpapan, air HLSW juga panting bagi penyediaan BBM nasional.
Daam perkembangannya, terdapat potensi perbedaan kepentingan antarpemangku kepentingan dalam
pengelolaan air di HLSW. Berdasarkan permasalahan, tujuan penelitian adalah mengidentifikasi: 1) Siapa
sgja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan air dari kawasan HLSW; 2) Bentuk konflik,
posisi dan kepentingan yang diperjuangkan pars pemangku kepentingan terhadap permasalahan pengelolaan
air dari kawasan HLSW; dan 3) Rumusan pendekatan alternatif penyelesaian konflik.

Kerangkateoretik penelitian didasari atas pendekatan ekosistem (hutan lindung dan DAYS), analisis konflik,
posisi dan kepentingan, analisis pemangku kepentingan, dan kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup
sebagai solus konflik. Kerangka berpikir penelitian didasari atas asumsi bahwa konflik pengelolaan air di
HL SW disebabkan karena adanya interaksi antara komponen lingkungan alam (HLSW), lingkungan buatan
(industri, pertanian, permukiman) dan lingkungan sosia (kelembagaan sektor negara-masyarakat-swasta).

Penelitian dilakukan di Kota Balikpapan pada bulan Februari-Mei 2006 menggunakan metode kualitatif.
Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur, diskusi kelompok terfokus (FGD), observasi,
dan catatan lapang, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur dan bentuk data
lainnya. Metode pencarian responden adalah metode bola salju (snowballing), dimana sampel adalah
pemangku kepentingan pada pengelolaan air dari kawasan HL SW. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan
melalui triangulasi sumber dan dianalisis dalam uraian naratif.

Kesimpulan analisis hasil penelitian adalah sebagal berikut: 1) Para pemangku kepentingan dibagi menjadi
tiap sektor, yaitu pemerintah, masyarakat sipil dan swasta..Pemerintah diwakili oleh PPLH Regional
Kalimantan dan pihak pengelola HL SW yaitu Pemerintah Kota Balikpapan dan BPHL SW. Masyarakat sipil
diwakili oleh Perkumpulan STABIL dan Pokja Masyarakat HL SW sebagai penyediajasa, sedangkan sektor
swasta diwakili oleh PT. Pertamina UP V yang juga penggunaair dari HLSW. 2) Konflik yang terjadi
adalah bagaimana para pemangku kepentingan memahami pembayaran jasa ekosistem air HLSW, serta
besaran nominal yang harus dibayar PT. Pertamina UP V untuk pengelolaan HLSW sebagai klaim dari
pengelola dan. masyarakat sipil. Dengan demikian, konflik yang terjadi berkaitan dengan relasi pemangku
kepentingan hulu dan hilir, atau secara lebih tegasnya adalah antara pihak pengelola HLSW dengan
penggunaair dari HLSW. Konflik berkembang dengan rencana pembangunan Bendungan Sungai Wain
yang mengancam eksistensi waduk dan kontinuitas air yang selama ini diperoleh PT. Pertamina UP V dari
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Waduk Sungai Wain Pertamina. Ancarnan ini dianggap dapat mengganggu kelancaran produksi BBM
nasional. Posisi para pemangku kepentingan mengenai rencana pembangunan bendungan terbagi dua,
dimana pihak pengelola HLSW berada pada posisi menyetujui, dan PT. Pertamina UP V berada dalam
posisi tidak menyetujui. PPLH Regional dan Perkumpulan STABIL berada dalam posisi netral-kritis.
Meskipun memiliki posisi yang berbeda, pada dasamya konflik terjadi karena ketidaksepahaman bahwa
sebenarnya masing-masing pemangku kepentingan bergantung atas HL SW guna memenuhi kebutuhannya.
Kepentingan PT. Pertamina UP V terhadap keberadaan HL SW adal ah jaminan kontinuitas air dari HLSW
untuk kegiatan operasional kilang minyak Balikpapan; bagi pihak pemerintah, keberadaan HL SW sebagai
penyedia air alternatif bagi Kota Balikpapan menjadikan pemerintah berencana untuk membangun
bendungan baru; bagi masyarakat di sekitar HL SW, kepentingan mereka adalah adanya kontribusi atas
usaha mereka menjaga kawasan hulu serta pemenuhan kebutuhan air yang selamaini tidak didapatkan clan
pemerintah maupun dari PT. Pertamina sebagai pengelola Waduk Wain Pertamina; dan bagi BPHLSW,
fungs dan nilai HLSW hendaknya dapat dinikmati oleh warga Balikpapan dan penggunaan aimya hams
diselaraskan dengan upaya pemeliharaan oleh pihak pengguna. Terlihat bahwa masing-masing pihak masih
mengedepankan etika antroposentrisme yang ekstrem dalam relasinya dengan HLSW.

3) Dalam penédlitian, digjukan alternatif penyelesaian konflik antara pemangku kepentingan dengan beberapa
tahap berikut. Pada tahap awal, rekonsiliasi perlu dilakukan sebelum melakukan negosiasi. Pembayaran jasa
lingkungan HL SW dipertimbangkan sebagai salah satu solusi karena dipercaya semu pihak dapat menjadi
sarana penyelesaian konflik. Selain itu, peneliti menyarankan dibentuknya lembaga multipihak berupa
dewan sumberdaya air untuk rpengakamodasi dan menyel esaikan permasalahan pengelolaan DAS di

HLSW.

Saran yang digjukan di dalam penelitian ini adalah: diperlukannya studi yang 1ebih mendalam khususnya
mengenai penekanan pada dimens lingkungan lainnya dalam pengelolaan air dari HLSW, konsep
pembayaran jasa lingkungan sebagai metode konservasi mutakhir yang mulai diterapkan pada beberapa
daerah di Indonesia.

<hr><i><b>ABSTRACT</b><br>

The existence of the Sungai Wain Protected Forest (SWPF) has become important especially for the
Balikpapan's citizens because one of its function as providing fresh water. In the progress, there is different
interest between stakeholders on how to manage water from SWPF. Based on this problem, the aims of the
study are to: 1) Identify stakeholdersinvolved in water management from SWPF; 2) Identify position and
interests of stakeholdersin relation to water management from SWPF conflict; 3) To propose conflict
resolution alternatives.

The theoretical framework of the research was based in ecosystem approach (the interconnectedness of
protected forest and water basin management) and the concept of conflict analysis, position and interest(s),
stakeholder analysis and partnership on environmental management as the conflict solution. The thinking
framework of the research is then based on assumptions that the conflict of SWPF's water management is
caused by the interaction between the natural environment (the existence of SWPF), the constructed
environment (industries, agriculture, housing) and social environment (the institution of the state-society
private sector).



The research conducted by using qualitative method. Primary data were attained by semi-structured
interviews, FGD, observation and field reports, while secondary data were attained from literature and other
document findings. Respondents were searched by snowballing method, where the respondents are the
stakeholders of water management in SWPF. The observation of data validity was done by triangulation and
anayzed narrative.

The conclusion of the research findings are as follows: 1) the stakeholders were divided into government,
civil society and private sector. The government sector was represented by PPLH Regional Kalimantan and
the executives of SWPF (The Government of The Regency of Balikpapan and The Board Management of
SWPF). The civil society sector were represented by Perkumpulan STABIL and the SWPF Community
Work Group (the ecosystem service provider), and the private sector was represented by PT. Pertamina UP
V Balikpapan (the ecosystem service user). 2) The conflict is how stakeholders understand the payment for
watershed environmental services from SWPF, and how much PT, Pertamina UP V hasto pay in order to
contribute the SWPF management as it claimed from the executives of SWPF and civil society. Thus, the
conflict that occursis connected to the relation of the upstream-downstream stakeholder, as to more clearly
is between the executives of SWPF and PT. Pertamina UP V Balikpapan. The conflict the developed into the
next stage when the East Kalimantan government's was planning to build a dam at the Sungai Wain
downstream, which the site plan is adjacent to the Sungai Wain Reservoir owned by PT. Pertamina. UP V.
This plan in the progress was considered to hinder the Pertaminas water continuity from HLSW that in the
future might be threating the national oil's production: The stakeholders' position of the Sungai Wain Dam
plan were divided into two: where the executives od SWPF at pros and PT. Pertamina UP V Balikpapan at
contras. In neutral-critical level there sre PPLH Regiona Kalimantan and Perkumpulan STABIL. Although
having a different position, the conflicts basically occurred because the stakeholders are not realized that
each of them has the same need, basic interest and dependency to the SWPF. Theinterest of PT. Pertamina
UPV to SWPF isthe water continuity for the operational of Balikpapan's refinery; to the Government of
Balikpapan, their interest is to provide the alternative source of water for Balikpapan's citizens by building a
new dam near the SWPF downstream; to the community especially who lived in and surround the SWPF
upstream area, their interests are having a contribution for their effort on preserving SWPF and the
fulfilment of their clean water needs which has never been obtained from the government or from PT.
Pertamina UP V asthe direct beneficiary of SWPF water. To the Board Management of SWPF, their interets
are how SWPF function and values can be enjoyed by the citizens of Balikpapan Regency, and how its
utilization can be harmonious to the conservation effort by users. This research has analyzed that the conflict
has also caused of the extreme anthropocentrism that used by the stakeholder on its relation to SWPF's
ecosystem services.

3) Asan dternative, this research proposes an initiation of reconciliation between stakeholders before
making any negotiation. The payment for watershed environmental services (PES) can be considered as one
of many potential solutions because it is believed by the stakeholders that its implementation can resolve the
conflict. Before that, the research also suggests to form the multi stakeholder collaborative institution (water
board) that can accommodate and solve the SWPF watershed management problemsin the future.



The suggestions of this research are the needs to the complementary praxis studies of the technical
consideration on water management in SWPF, especially the environmental impact analysisif thedamis

planned to be build. The same suggestion goes to the PES concept studies as the new conservation strategy
that recently has been implemented to some areas in Indonesia.</i>



